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1.1. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan proses akhir akuntansi yang mempunyai
peran penting bagi pengukuran dan penilaian kinerja sebuah perusahaan. Menurut
Ikatan Akuntan Indonesia PSAK No.1 Paragraf ke 7 (revisi 2009) tujuan laporan
keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan,
kinerja, serta perubahan posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan
suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan
keputusan ekonomi. Menurut (Praditia 2010:12) laporan keuangan merupakan
bentuk pertanggungjawaban manajemen perusahaan kepada pihak-pihak yang
berkepentingan seperti pemegang saham, investor, kreditor, pemerintah,
masyarakat maupun pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, laporan keuangan yang
berkualitas yang terbebas dari rekayasa.

Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang digunakan untuk
menilai posisi keuangan dan kinerja perusahaan serta digunakan untuk
pengambilan keputusan untuk para investor. Kebijakan dan keputusan yang
diambil dalam proses penyusunan laporan keuangan akan mempengaruhi
penilaian kinerja perusahaan. Dalam peyusunan laporan keuangan, akuntansi
berbasis akrual dipilih karena dapat mencerminkan kondisi keuangan perusahaan
secara rill. Pada umumnya manajemen akan memilih kebijakan tertentu agar dapat
memberikan pelaporan laba yang baik dalam laporan keuangan (Barus dan
Setiawan, 2015:7).

Proses penyusunan laporan keuangan melibatkan pihak manajemen,
dewan komisaris dan pemegang saham. Laporan keuangan yang disalahgunakan
oleh manajemen akan mempengaruhi jumlah laba yang ditampilkan, hal ini
dikenal dengan istilah manajemen laba. Manajemen laba adalah intervensi
manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba, biasanya untuk
memenuhi tujuan pribadi (Gustina & Wijayanto, 2015:90). Manajemen laba
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antara pemilik peruashaan dan manajemen. Hal ini membuat manajemen
melakukan intervensi sehingga menyebabkan kesalahan dalam keputusan.

Praktek manajemen laba telah mengikis kepercayaan investor dalam
kualitas pelaporan keuangan dan menghambat kelancaran arus modal di pasar
keuangan. Oleh karena itu, perlu mekanisme pengendalian untuk menyelaraskan
perbedaan kepentingan antara manajemen dengan prinsipal yaitu good corporate
governance yang salah satu tujuannya mekanismenya adalah untuk mencegah
tindakan dan meminimalisir manajemen laba. Good Corporate governance atau
disebut dengan tata kelola perusahaan adalah seperangkat peraturan yang
mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pemilik
kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan intern dan ekstern
lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka (Hery, 2010:11).

Manajemen laba sering terjadi karena dampak permasalahan keagenan
yaitu perbedaan tujuan antara pemangku kepentingan dengan perusahaan atau
yang sering disebut asimetri informasi. Jika laba yang dicantumkan perusahaan
pada laporan keuangan tidak sesuai dengan keadaan dan informasi keuangan
perusahaan digunakan oleh investor untuk membentuk nilai perusahaan, maka
laba tersebut tidak mampu untuk menjelaskan nilai pasar perusahaan, Karena pada
dasarnya laba merupakan cerminan keefektifan manajemen dalam mengelola
sumber ekonomik dan merupakan informasi penting bagi pihak yang
berkepentingan khususnya mereka yang menyediakan sumber ekonomik dan
menanggung risiko akhir (Suwardjono, 2014:101). Praktik manajemen laba
seperti itu dapat diminimalisir dengan menerapkan sebuah mekanisme, yaitu
corporate governance.

Wimboh Santoso (2019) selaku ketua dewan komisaris OJK menyatakan
bahwa meminta BEI sebagai self regulatory organitation (SRO) untuk melakukan
verifikasi terhadap laporan keuangan garuda Indonesia. Kasus ini bermula dari
laporan keuangan perusahaan yang membukukan laba bersih US$ 809.846 pada
tahun 2018 atau setara Rp. 11,49 miliar (kurs Rp 14.200 per US$). Padahal jika
ditinjau lebih detail, perusahaan yang resmi berdiri pada 21 Desember 1949
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beban usaha lalu mencapai US$ 4,58 miliar. Angka ini lebih besar US$ 206,08
juta dibanding total pendapatan tahun 2018.

Sunarsip (2019) selaku Chief Economist The Indonesia Economic
Intelligence, mengatakan pola pencatatan laporan keuangan Garuda Indonesia,
PLN, dan Pertamina sama, yakni pendapatan yang masih dalam bentuk piutang.
Selain Garuda Indonesia, terdapat dua perusahaan BUMN lainnya yang memiliki
catatan keuangan yang mendadak kinclong padahal hinggal kuartal III 2018
memiliki laporan keuangan yang merugi. Kedua perusahaan BUMN tersebut
adalah PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT. Pertamina. PLN berhasil
mencetak laba bersih Rpl11,56 triliun sepanjang 2018. Laba itu naik sebesar
162,30 persen atau hampir tiga kali lipat dari laba 2017 yakni Rp4,42 triliun.
Padahal, pada kuartal IIT 2019, PLN masih mengantongi rugi sebesar Rp18,48
triliun akibat rugi selisih kurs sebesar Rp17,32 triliun. Sementara teranyar, PT
Pertamina (Persero) baru saja mengumumkan laba bersih sepanjang tahun lalu
sebesar US$2,53 miliar atau sekitar Rp35,99 triliun. Meski turun tipis dibanding
tahun lalu sebesar US$2,54 miliar, capaian ini lompat dibanding kuartal TIT 2018
yang baru mencatatkan laba Rp5 triliun. Perbedaannya, pada kasus Garuda
Indonesia, pihak yang berutang berasal dari perusahaan swasta, yakni Mahata.
Sedangkan dalam kasus PLN dan Pertamina, pemerintah menjadi pihak yang
memiliki kewajiban membayar utang.

Melihat banyaknya celah yang dapat dimanfaatkan oleh manajer dalam
mengelola laba, maka diperlukan suatu mekanisme pengendalian yang dapat
meminimalisir terjadinya manajemen laba. Salah satu mekanisme yang dapat
digunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menerapkan
mekanisme good corporate governance atau yang lebih kita kenal tata kelola
perusahaan yang baik. Mekanisme good corporate governance di tandai dengan
adanya kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit dan
komisaris independent.

Good corporate governance atau disebut dengan tata kelola perusahaan
adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham,
pengurus perusahaan, pemilik kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang
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mereka (Hery, 2010:11). Penerapan konsep corporate governance dalam
mengorganisasikan perusahaan harus memperhatikan beberapa prinsip, terdapat 5
prinsip yang mendasari corporate governance menurut Peraturan Menteri Negara
Badan Usaha Milik Negara Nomor PER -01/MBU/2011 yaitu transparansi,
akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran. Perusahaan harus
berpedoman pada kelima prinsip tersebut agar implementasi corporate
governance dapat berjalan dengan baik.

Hasil penelitian mengenai good corporate governance terhadap
manajemen laba sangat beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Natalia dan
Pudjolaksono (2013:14) menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak
berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Maksud dengan adanya
kepemilikan institusional diharapkan akan membantu dewan komisaris dalam
mengawasi operasional dari manajemen sehingga mekanisme ini akan mampu
mengurang perilaku manajemen laba yang bersifat oportunis, akan tetapi
kepemilikan institusional belum dapat menjadi seperti apa yang kita harapkan.
Keberadaan kepemilikan institusional tidak dapat menpengaruhi atau mengurangi
manajemen dalam melakukan manajemen laba. Akan tetapi, perusahaan dapat
bertahan apabila terdapat pemisahan antara pemilik dan pengendalinya

Mekanisme corporate governance yang memiliki peran penting antara
lain yaitu struktur kepemilikan dan komite audit (Marius dan Masri 2017:2).
Struktur kepemilikan yang dimaksud ialah kepemilikan manajerial dan
kepemilikan institusional. Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer
perusahaan memiliki saham pada perusahaan atau manajer tersebut sekaligus
sebagai pemegang saham. Dengan keterlibatan manajer sebagai pemilik saham,
agar manajer dapat bertindak dengan mempertimbangkan segala resiko yang ada,
serta dapat memotivasi diri untuk mengurangi adanya manajemen laba dalam
mengelola laporan keuangan perusahaan. Peningkatan kepemilikan manajerial
dapat membantu menghubungkan kepentingan pihak internal dan pemegang
saham, sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan meningkatkan
nilai perusahaan.

Hasil penelitian menyatakan bahwan dewan komisaris independen
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dan signifikan (Ayu 2012:169). Dalam hal lain hal ini menunjukan bahwa secara
parsial dewan komisari independen berpengaruh pada manajemen laba. Hasil
penelitian ini tidak sama dengan konsep yang menjatakan bahwa adanya dewan
komisaris independen diharapkan akan ada yang mengawasi manajer dalam
mengelola perusahaan berarti akan mengurangi tindakan manajemen laba yang
bersifat oportunis. Karena dewan komisaris akan mengawasi pembuatan laporan
keuangan serta kebijakan yang dibuat manajemen dan melindungi hak-hak
pemegang saham untuk mendapatkan laporan keuangan yang baik tanpa adanya
rekayasa.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yushita, Rahmawati dan Triatmoko
(2013), yang membuntikan bahwa komite audit berpengaruh positif namun tidak
signifikan mempengaruhi kualitas laba perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa
komite audit sebagai salah satu mekanisme good corporate governance tidak
mampu mengurangi tindak manipulasi laba yang dilakukan manajemen
diperusahaan. Hal ini dikarenakan masih lemahnya praktek good corporate
governance di Indonesia. Dengan kata lain, peran komite audit baik audit internal
maupun eksternal dalam penguatan kualitas laba masih minim dan kinerja komite
audit dalam perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia masih kurang efektif.

Good corporate governance adalah konsep yang diajukan demi
peningkatan kinerja perusahaan melalui monitoring kinerja manajemen dan
menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan
pada kerangka peraturan. Salah satu prinsip yang terdapat di praktik good
corporate governance ialah akuntabilitas, prinsip ini membuat perusahaan harus
menyusun laporan keuangan yang baik dan benar sesuai dengan standar
akuntansi. Apabila prinsip ini diterapkan, maka dapat meningkatkan kualitas
laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan. Selain itu faktor dari auditing
laporan keuangan juga dapat membantu pemangku kepentingan untuk mendeteksi
adanya manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan.

Audit memiliki fungsi sebagai proses untuk mengurangi ketidakselarasan
informasi yang terdapat antara manajer dan para pemegang saham dengan
menggunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan
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mengambil keputusan berdasarkan pada laporan yang telah dibuat oleh auditor.
Oleh karena itu auditor harus menghasilkan audit yang berkualitas sehingga dapat
mengurangi ketidakselarasan yang terjadi antara pihak manajemen dan pemilik.

Tetapi dalam menjalankan fungsinya, auditor sering mengalami konflik
kepentingan dengan manajemen perusahaan. Manajemen ingin operasi perusahaan
atau kinerjanya tampak berhasil, salah satunya yang digambarkan dalam laba yang
lebih tinggi dengan maksud untuk menciptakan penghargaan. Yang pada akhirnya
banyak perusahaan yang jatuh dan gagal sering dikaitkan dengan kegagalan
auditor. Hal ini akan mengancam kreadibilitas auditor sebagai pihak yang ditugasi
untuk menambah kreadibitas laporan keuangan.

Hasil opini auditor atas laporan keuangan tiap tahunnya bisa jadi alat
bantu bagi pemangku kepentingan untuk mendeteksi adanya manajemen laba
yang ada di perusahaan. Dengan adanya praktik manajemen laba atau manipulasi
data dalam suatu laporan keuangan dapat mengakibatkan profesi akuntan kurang
dipercaya sehingga kualitas audit yang dihasilkan dipertanyakan. Semakin baik
hasil audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik (KAP), maka dapat
diketahui pula bahwa laporan keuangan yang di audit sesuai dengan opini yang
diterbitkan. Hasil opini audit dapat menjembatani permasalahan keagenan, yaitu
asimetri informasi antar pemangku kepentingan dengan perusahaan.

Auditor yang berkualitas mampu mendekati tindakan manajemen laba
yang dilakukan klien. Jasa audit merupakan alat monitoring terhadap
kemungkinan timbulnya konflik kepentingan antara pemilik dan manajer serta
pemegang saham dengan jumlah kepemilikan yang berbeda. Jasa audit dapat
mengurangi asimetri informasi antara manjer dan stokeholder perusahaan dengan
memperbolehkan pihak luar untuk memeriksa validitas laporan keuangan
(Christiani dan Nugrahanti 2014:53).

Ukuran KAP diharapkan dapat meminimalisir tindakan manajemen laba
yang dilakukan oleh pihak manajemen. Ukuran KAP diukur dengan menggunakan
ukuran dimana kantor akuntan publik di proksi dengan menggunakan ukuran
auditor yaitu big 4 dan non-big 4. KAP big 4 merupakan empat kantor akuntan
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Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, dan Ernest and Young yang mengaudit
hamper seluruh perusahaan besar di Amerika Serikat dan diseluruh dunia.

Ukuran KAP sangatlah berpengaruh terhadap manajemen laba, sehingga
menunjukan bahwa perusahaan yang menggunakan auditor big 4 maka
manajemen laba di perusahaan akan lebih sedikit dibandingkan dengan
perusahaan yang di audit oleh non-big 4. Auditor berkualitas yang ditunjukan oleh
KAP yang berafiliasi dengan big 4 mampu mencegah dan mengurangi manajemen
laba yang dapat dilakukan perusahaan.

Banyaknya perusahan-perusahan sampai saat ini yang masih melakukan
manajemen laba, serta ketidak konsistenan dari penelitian terdahulu. Oleh karena
hal ini merupakan isu yang penting dan menarik untuk untuk diteliti lebih lanjut.
Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penambahan variabel
independen yaitu mekanisme good corporate governance yang meliputi
kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan
komite audit. Fokus penelitian ini menguji mekanisme good corporate
governance dan ukuran KAP terhadap manajemen laba. Berdasar latar belakang
tersebut, memotivasi penulis untuk mengambil penelitian ini, sehingga di buatlah
penelitian dengan judul :

“Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance dan Ukuran
KAP Terhadap Manajemen Laba pada perusahaan Manufaktur Sektor
Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun

2016-2018”



1.2.

1.3.

Perumusan Masalah

Penelitian ini memiliki beberapa perumusan masalah sebagai berikut :
Apakah terdapat pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen
Laba dengan studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia ?

Apakah terdapat pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap
Manajemen Laba dengan studi empiris pada perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?

Apakah terdapat pengaruh Komisaris Independen terhadap Manajemen
Laba dengan studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia ?

Apakah terdapat pengaruh Komite Audit terhadap Manajemen Laba
dengan studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia ?

Apakah terdapat pengaruh Ukuran KAP terhadap Manajemen Laba
dengan studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia ?

Apakah terdapat pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance
yakni Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komisaris
Independen, Komite Audit dan Ukuran KAP terhadap Manajemen Laba
dengan studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan memberikan bukti empiris atas :

Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap
Manajemen Laba dengan studi empiris pada perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap
Manajemen Laba dengan studi empiris pada perusahaan manufaktur yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia.






